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BabI 

ISTILAHD) 

A Istilah yang Dipergunaka 

Pada tahun 1970-an di 

peraturan perundang- undan: 

terdapat beberapa istilah yang' 

ini. Di antara istilah-istilah itu i 

administrasi negara dan huku 

tersebut tidaklah berarti ada p 

istilah yang dipakai berbeda I 

1. 	 Dalam Peraturan Perunru 

Surat Keputusan Menteri: 

U/1972 tentang Pedoman . 

menggunakan istilah Hukum' 

10 ayat 2), sedangkan Wirjono 

Agung Republik Indonesia m4 

Pemerintahan (vide peradilar 

Istilah yang diintrodusil 

dengan istilah yang secara res 

I K. WantjikSaleh, Kehttkitrumtian 
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